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BAB III 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Dinas 

Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta telah melakukan upaya secara 

kontinu untuk membenahi penyelenggaraan pelayanan publik. Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta juga telah berusaha untuk meningkatkan 

mutu pelayanan dengan melakukan evaluasai berkala tiap tahun. Meskipun begitu, 

penyelenggaraan pelayanan publik belum maksimal, bahkan terkadang poin tingkat 

kepuasan masyarakat menurun dari bulan-bulan sebelumnya. Tingkat Kepuasan 

Masyarakat terhadap pelayanan Izin Mendirikan Bangunan juga bersifat fluktuatif 

(naik turun) pada tiap bulannya. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan 

Izin Mendirikan Bangunan justru menurun bila dibandingkan dengan Tingkat 

Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 4 bulan 

sebelumnya, meskipun terdapat peningkatan poin pada bulan Maret sebesar 3,23 

poin. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanan pelayanan Izin 

Mendirikan Bangunan di DPMP Kota Yogyakarta masih belum maksimal.  

Berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa masyarakat mengeluhkan 

terkait pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membantu 

masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya. Selain itu, masyarakat 
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juga mengeluhkan terkait jam pelayanan. Jam pelayanan yang ada dikantor DPMP 

Kota Yogyakarta tidak sinkron dengan yang ada dalam web resmi DPMP Kota 

Yogyakarta. Hal ini telah bertentang dengan Asas Ketepatan Waktu, Asas 

Kepastian Hukum, dan Asas Pelayanan Yang Baik. Dengan demikian, maka dapat 

dikatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan di DPMP Kota Yogyakarta masih 

belum maksimal. 

Permasalahan yang telah dikemukan diatas dipengaruhi oleh beberapa 

Kendala. Kendala dalam pemenuhan Asas Pelayanan Publik yang Baik tersebut 

adalah sebagai berikut:  

1. Faktor Internal 

a. Kuantitas/kompetensi aparatur dalam penanganan penanaman modal dan 

perizinan belum optimal dan belum memadai; 

b. Koordinasi antar bidang belum optimal; 

c. Belum tersedianya instrumen pendukung penanganan penanaman modal 

dan perizinan. 

2. Faktor Eksternal 

a. Kebutuhan penanam modal akan informasi yang diperlukan untuk 

melakukan investasi belum terpenuhi; 

b. Pemahaman penanam modal terhadap ketentuan di Bidang Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih rendah; 
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c. Sikap masyarakat yang kurang antusias terhadap pengembangan 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

B. SARAN 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka saran yang diajukan 

kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta untuk; Pertama, 

membuka kantor sesuai dengan jam pelayanan yang tertera, agar tidak ada lagi 

masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan menjadi terbengkalai. Kedua, terus 

meningkatkan mutu pelayanan agar terus membaik dari bulan-bulan atau tahun-

tahun sebelumnya. Ketiga, memanfaatkan kekuatan serta peluang dalam 

melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah. 
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